
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUKU AJAR MATA KULIAH WAJIB UMUM 

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia 
2016 



Catatan Penggunaan: 
 

Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi atau disimpan dalam 
bentuk apapun misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (scanning), 
maupun cara-cara lain, kecuali dengan izin tertulis dari Direktorat Jenderal 
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi. 

 
 
 
 

Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan 
Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
Copyright©2016 

 
Dilindungi Undang-Undang 
Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

 

MILIK NEGARA 
TIDAK  DIPERDAGANGKAN 

 
Disklaimer: Buku ini merupakan Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum 
yang dipersiapkan pemerintah untuk menjadi salah satu sumber nilai dan 
bahan dalam penyelenggaraan program studi guna mengantarkan 
mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai bangsa Indonesia 
seutuhnya. Buku bahan ajar ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di 
bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, berkoordinasi dengan 
Direktorat  Jenderal  Pajak,  Kementerian  Keuangan.  Buku  Bahan  Ajar 
Pendidikan  Kewarganegaraan  ini   merupakan   “bahan   ajar   yang   dinamis” 
yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan 
dinamika kebutuhan dan perubahan zaman, terakhir diperkaya dengan 
muatan kesadaran pajak. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas buku ini. 

 
 

Cetakan ke-1: 2016 
Disusun dengan huruf HP Simplified Light, 11 pt 

 
 
 
 
 
 

ii 
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SAMBUTAN 
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN 
KEMAHASISWAAN 

 
Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi menyatakan bahwa, pembelajaran di perguruan tinggi wajib 
menyelenggarakan mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia yang merupakan satu kesatuan 
yang tak dapat dipisahkan sehingga mengekpresikan karakter Bangsa 
Indonesia yang sejalan dengan Program Nawacita. 
Pada proses pembelajaran di perguruan tinggi, empat mata kuliah 
tersebut menjadi sumber nilai dan pedoman yang terintegrasi dalam 
pengembangan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi 
Mahasiswa saat ini dihadapkan dengan tantangan abad 21 yang semakin 
kompleks. Permasalahan tidak dapat dihadapi hanya berdasarkan kepada 
sains dan teknologi, akan tetapi harus diperkuat dengan kemampuan 
“general education” berupa sikap adaptif, fleksibel, kreatif, inovatif yang 
terintegrasi dengan kompetensi profesional, dan peka terhadap perubahan 
Iptek berskala nasional, regional dan global. 
Terkait dengan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pembelajaran 
dan Kemahasiswaan menghimbau kepada semua Perguruan Tinggi 
menggunakan Buku Ajar ini sebagai wahana pendidikan karakter Bangsa 
Indonesia untuk memperkuat “soft skills” sekaligus mengintegrasikannya 
pada “hard skills” berupa kompetensi Ilmu pengetahuan dan teknologi 
sehingga mengantarkan mahasiswa menjadi lulusan yang beradab, 
berilmu serta berjiwa enterpreuneurial yang cinta tanah air dan Bangsa 
Indonesia. 
Pada kesempatan ini, Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada 
tim penyusun buku dan semua pihak yang telah memberikan dedikasi 
dan masukan yang sangat berharga terutama Direktorat Jenderal Pajak 
Kementerian Keuangan yang telah berkontribusi dalam memperkaya 
materi buku ini dengan penguatan kesadaran pajak. 
Akhir kata semoga buku ajar ini bermanfaat bagi mahasiswa dan pendidikan 
tinggi. Kami mengharapkan masukan yang kontruktif dan membangun 
untuk kesempurnaan buku ajar pada masa yang akan datang. 

 
Jakarta, Juni 2016 
Direktur Jenderal 
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KATA PENGANTAR 
DIREKTUR PEMBELAJARAN 

 
 
Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) pada Perguruan Tinggi memiliki 
posisi strategis dalam melakukan transmisi pengetahuan dan 
transformasi sikap serta perilaku mahasiswa Indonesia melalui proses 
pembelajaran. Dalam upaya meningkatkan mutu lulusan dan pembentukan 
karakter bangsa perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan materi yang 
dinamis mengikuti perkembangan yang senantiasa dilakukan secara 
terus menerus, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan 
dan perubahan zaman, serta semangat belanegara. 

Penerapan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) sesuai Standar Nasonal 
Pendidikan Tinggi dan mengacu kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI), ditindaklanjuti dengan penulisan buku ajar yang dapat dijadikan 
sumber aktivitas pembelajaran MKWU dalam rangka mendidik lulusan 
yang berkarakter  Bangsa Indonesia. Pokok bahasan dalam buku ini 
sengaja disajikan dengan pendekatan aktivitas pembelajaran berpusat 
pada mahasiswa ( student centered learning/SCL). Pembelajaran yang 
diselenggarakan merupakan proses yang mendidik melalui proses berpikir 
kritis, analitis, induktif, deduktif, reflektif serta memicu “high order thinking” 
melalui dialog kreatif partisipatori untuk mencapai pem ahaman tentang 
kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata dan menumbuhkan 
motivasi belajar sepanjang hayat sejalan dengan konsep General 
Education. 

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan 
penghargaan kepada tim penulis, atas dedikasi dan kerja kerasnya . 

Akhirnya, semoga Buku ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan cita cita 
revolusi karakter bangsa. Buku ini masih harus disempurnakan, untuk 
itu kami mengharapkan masukan dan kritik dari para pembaca untuk 
perbaikan buku ini. 

Jakarta, Juni 2016 
Direktur Pembelajaran 
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BAB VIII 
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS, DAN URGENSI 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI KONSEPSI DAN 
PANDANGAN KOLEKTIF KEBANGSAAN INDONESIA 
DALAM KONTEKS PERGAULAN DUNIA? 

 
Wawasan Nusantara merupakan wawasan  nasional  (national  outlook) 
bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan 
nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan 
tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan 
lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan 
keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, 
Wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi 
berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional Bangsa Indonesia. 
Konsepsi Wawasan Nusantara, sejak dicetuskan melalui Deklarasi Djuanda 
tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus  tumbuh 
dalam praktek kehidupan bernegara. 

 

 
Gambar VIII.1 Tanah air adalah bagian dari kita, setujukah? 

Sumber: wishwondersurprise.blogspot.com 
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Pada pembelajaran Bab VIII ini, Anda akan mengkaji Wawasan Nusantara 
sebagai salah satu konsepsi dan sekaligus wawasan nasional bangsa 
Indonesia. Sesuai dengan kaidah pembelajaran ilmiah, Anda akan diajak 
untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi dan 
memdeskripsikan kembali konsep Wawasan Nusantara baik secara tulisan 
maupun lisan. 

Setelah melakukan pembelajaran ini Anda sebagai calon sarjana dan 
profesional diharapkan mampu terbuka dan tanggap terhadap dinamika 
historis, dan urgensi masa depan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi 
dan pandangan kolektif keberbangsaan dan kebernegaraan Indonesia 
dalam konteks pergaulan dunia. Anda juga mampu mengevaluasi dinamika 
historis, dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan 
kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia; dan mampu 
menyajikan hasil kajian perseorangan mengenai suatu kasus terkait 
dinamika historis, dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan 
pandangan kolektif keberbangsaan dan kebernegaraan Indonesia dalam 
konteks pergaulan dunia. 

 
A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Wawawan Nusantara 
Sebelumnya dikatakan bahwa Wawasan Nusantara merupakan wawasan 
nasional (national outlook) bangsa Indonesia. Namun demikian timbul 
pertanyaan apa arti Wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi 
kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. 
Sebelumnya, Anda baca sebuah pemberitaan dari media berikut ini. 

 

Baca Peta, Kenali Negaramu. 
Jum'at, 06 Juni 2014 16:07 wib | Rifa Nadia Nurfuadah - Okezone 

JAKARTA - Saat ini, makin banyak institusi pendidikan dan pemerintahan tidak 
memiliki peta Indonesia. Nasionalisme pun kian surut mengingat orang Indonesia tidak 
mengenal negaranya sendiri. 

Miris, civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) pun menggandeng Ikatan 

Geograf Indonesia (IGI) dan Badan Informasi Geografi (BIG) dalam program Melek 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketua IGI, Prof. Dr. Suratman, M.Sc, 
menjelaskan, melalui bantuan peta NKRI, mereka bertekad memperkuat nasionalisme 
masyarakat. 

"Peta yang diberikan adalah peta resmi dan berkekuatan hukum yang dikeluarkan oleh 
BIG," kata Suratman, seperti dilansir laman UGM, Jumat (6/6/2014). 

Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat UGM ini mengimbau, 
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SDN Caturtunggal 3, Depok, Sleman menjadi lokasi penyerahan pertama bantuan peta 
tersebut. Penyelenggara kegiatan, Ikatan Mahasiswa Geografi (Imahagi) UGM dan 
KKN SLM 29 UGM memberikan tujuh buah peta Indonesia dalam skala 1:5.000.000. 

Hingga 2016 mereka akan memberikan 40 ribu peta ke SD hingga SMA di berbagai 
kabupaten/kota di Tanah Air. Tahun ini akan disebarkan 5.000 peta Indonesia. 

"Kami berharap, sekolah terus mendengungkan pembelajaran peta NKRI kepada para 
siswa agar melek terhadap NKRI sebagai kekuatan pembangunan bangsa," tutur 
Suratman. 

Untuk menjaga keberlanjutan program, mahasiswa KKN akan mendampingi sekolah 
dalam proses pembelajaran menggunakan peta tersebut. Selain membagi-bagikan 
puluhan ribu peta, IGI, Imahagi UGM dan BIG kini sedang membuatwebsite 
pembelajaran peta yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Caturtunggal 3, Depok, Sleman, Karti Andayani, 
S.Pd.SD., berharap, penyerahan peta Indonesia ini diharapkan dapat membuka 
wawasan nusantara (cetak tebal_pen) para pelajar. 

"Melalui peta siswa-siswa dan seluruh warga Indonesia dapat mengetahui dan 
mempelajari wilayah Indonesia dan ke depan bisa memberikan manfaat untuk 
bangsa," ujar Karti. 

Sumber: 

http://kampus.okezone.com/read/2014/06/06/373/994924/baca-peta-kenalinegaramu 
 
 
 
Apa yang dapat Anda kemukakan tentang wawasan nusantara berdasar 
pemberitaan di atas? Atau apa yang dapat Anda kemukakan tentang 
wawasan nusantara berdasar pengetahuan awal anda? Sajikan secara lisan. 

Sebagai konsep, istilah Wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara 
terminologi maupun etimologi. Berikut ini pengertian terminologi menurut 
para ahli atau tokoh dan lembaga mengenai istilah tersebut. 

 

 
Tabel VIII.1 Pengertian Wawasan Nusantara Menurut Para Ahli 

 

No Tokoh/Lembaga Wawasan Nusantara 
 

1 Hasnan Habib Kebulatan  wilayah  nasional,  termasuk  satu  kesatuan 
bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan dan satu 
kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu 
kesatuan ekonomi dan satu kesatuan hankam 

 
2 Wan Usman Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah 

airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek 
kehidupan yang beragam 

http://kampus.okezone.com/read/2014/06/06/373/994924/baca-peta-kenalinegaramu
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3 Majelis 
Permusyawaratan 
Rakyat Tahun 1998 

 
 
 
 

4 Lembaga Ketahanan 

 
Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri 
dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan 
dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam 
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara 

Nasional Tahun 1999 Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri 
dan  lingkungannya  yang  serba  beragam  dan  bernilai 
strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan 
bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
untuk mencapai tujuan nasional 

 
 
 

Dari beberapa pendapat di atas, apa yang dapat Anda kemukakan tentang 
wawasan nusantara? Anda cari pendapat-pendapat lain perihal wawasan 
nusantara ini. Caranya dengan mencari rujukan di perpustakaan, buku- 
buku yang terkait dengan topik wawasan nusantara, jurnal, dan di media 
online. Sajikan secara tertulis. 

 
Untuk membantu penelurusan Anda tentang Wawasan Nusantara ini, 
marilah kita ikuti uraian berikut ini. 

Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian yakni 
pengertian etiomologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata 
Wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan nusantara. 
Wawasan  dari  kata  wawas  (bahasa  Jawa)  yang  artinya  pandangan. 
Sementara kata “nusantara” merupakan gabungan kata nusa yang  artinya 
pulau dan antara. Kata ”nusa” dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau 
kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata ”nusa” berasal dari kata 
nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada 
pernyataan tersebut, maka kata ”nusa”  juga mempunyai kesamaan arti 
dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa 
ditafsirkan bahwa kata ”nusa” dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan 
bangsa. 

Kata kedua yaitu ”antara” memiliki padanan  dalam  bahasa  Latin,  in  dan 
terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. ”Antara” juga 
mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris 
yang berarti antar (antara) dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, 
kata   ”antara”   dapat   diartikan   sebagai   laut,   seberang,   atau   luar.   Bisa 
ditafsirkan bahwa kata ”antara” mempunyai makna antar (antara), relasi, 
seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata ”nusa” dan 
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”antara” menjadi kata ”nusantara” dapat diartikan sebagai kepulauan yang 
diantara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. 

Ada pendapat lain yang menyatakan nusa berarti pulau, dan antara berarti 
diapit atau berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang 
diapit atau berada ditengah-tengah antara dua benua dan dua samudra 
(Pasha, 2008). 

Kata nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa 
dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya 
sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit tahun 1336 M, tertulis di dalam 
Kitab Pararaton. Bunyi sumpah tersebut sebagai berikut; 

Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada, 
“Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring 
Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, 
Tumasik, samana isun amukti palapa”. 

Artinya: 

Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, 
“Jika telah mengalahkan nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika 
mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, 
Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa”. 

Penamaan nusantara ini berdasarkan sudut pandang Majapahit (Jawa), 
mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut 
seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. 
Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Majapahit (Jawa). 
Dalam Kitab Negarakertagama karangan Empu Tantular,  arti  nusantara 
ialah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. 

 
Untuk mendalami lanjut kata “nusantara”, Anda cari atau telusuri sumber- 
sumber di media. Bandingkanlah dengan deskripsi di atas. 

 
 
 
Selanjutnya kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk 
mengggantikan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Pada acara 
Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928 (peristiwa Sumpah Pemuda), 
digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Nama Indonesia 
berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu indo/indu yang berarti 
Hindu/Hindia dan nesia/nesos yang berarti pulau. Dengan demikian kata 
nusantara bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia, yang menunjuk 
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pada wilayah (sebaran pulau-pulau) yang berada di antara dua samudra 
yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan dua benua yakni Benua Asia 
dan Australia. 

 
 

Sekarang Anda cari lebih banyak lagi pengertian etimologis Wawasan 
Nusantara dari berbagai sumber, misalnya dari web. Bandingkanlah 
pengertian di atas dengan hasil pencarian Anda. Apa simpulan Anda? 

 
 
 

Pengertian terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan 
konteks istilah tersebut dikemukakan. Pengertian terminologis umumnya 
adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang 
mengkaji konsep tersebut. Pada uraian sebelumnya, Anda telah mengkaji 
konsep wawasan nusantara secara terminologis. 

Berdasar pengertian terminologis, wawasan nusantara merupakan 
pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada 
termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ibaratkan diri anda sebagai 
individu. Apakah anda juga memiliki pandangan terhadap diri anda atau 
wilayah tempat anda berada? Anda memandang diri anda itu sebagai apa? 
Apa pandangan anda terhadap diri anda sendiri? Ciri yang dimiliki suatu 
daerah dapat digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap 
wilayah tersebut. Misal, daerah Pacitan yang banyak goa-goanya dikenal 
sebagai kota Seribu Goa, Bogor dikenal sebagai kota Hujan, Lalu bagaimana 
bangsa Indonesia memandang bangsa dan wilayah tempat hidupnya 
tersebut? 
Perhatikan peta wilayah Indonesia berikut ini. 

 
 

 
Gambar VIII.2 Peta Wilayah Indonesia 

http:// mayantara.id/ 

http://
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Bagaimana Anda memandang wilayah Indonesia tersebut? Sebagai sebaran 
pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan? Ataukah sebaran pulau-pulau 
yang dihubungkan oleh lautan? Sebagai sebaran pulau dalam satu 
kesatuan? Ataukah sebaran pulau yang saling terpisah? 

Sekarang Anda cari kembali peta wilayah Indonesia dari berbagai sumber. 
Kemungkinan Anda akan mendapatkan gambar-gambar wilayah Indonesia 
yang berbeda-beda. Bagaimana Anda memandang Indonesia ini? 

Untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun 
tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau  dengan 
lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan 
satu kesatuan, sebagai satu wilayah. 
Perhatikan gambar orang orang Indonesia berikut ini: 

 
 
 

 
 
 

Gambar VIII.3 Kita memandang sebagai satu kesatuan bangsa, mengapa harus demikian? 
Sumber: http://divapalguna.blogspot.com 

 
Meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam 
suku dengan latar belakang yang berbeda, kita juga memandang bangsa 
Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan, sebagai satu bangsa 
Mengapa harus demikian? 

Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di 
dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan 
nusantara.  Hakikat  atau  esensi  wawasan  nusantara  adalah  “persatuan 
bangsa dan  kesatuan  wilayah”.  Perhatikan  rumusan  Wawasan  Nusantara 
dalam GBHN 1998 berikut ini: 

http://divapalguna.blogspot.com
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“Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa  Indonesia 
mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan 
kesatuan  bangsa  serta  kesatuan  wilayah  dalam  penyelenggaraan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. 
Setelah Anda menemukan pengertian wawasan nusantara dari berbagai 
sumber, termasuk hasil simpulan Anda, lalu apa urgensi atau arti 
pentingnya wawasan nusantara itu? 
Berikut ini contoh pendapat seorang warga: 

 
Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi  yang 
sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan 
pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosologis, politis serta 
demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan 
dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis, untuk saling 
menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah 
perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama atau 
tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian wawasan 
normatif, wawasan yang disepakati bersama perlu dimengerti, dipahami, 
disosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan kewilayahan, kesatuan 
(IPOLEKSOSBUD-HANKAM) tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu gugat 
sebagai harga mati yang normatif. 

 

Sumber:http://hildasilvia1892.wordpress.com/2012/06/25/pentingnya- wawasannusantara-
bagi-bangsa-indonesia/ 

 
 
 
 

Secara kelompok, carilah pendapat-pendapat sejenis dari berbagai 
sumber tentang arti pentingnya wawasan nusantara. Apa simpulan 
kelompok Anda terhadap pentingnya Wawasan Nusantara? 

 
 
 

B. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Wawawan Nusantara 
Sebelumnya Anda telah mencari dan menemukan pengertian wawasan 
termasuk arti pentingnya wawasan nusantara dari berbagai sumber. Hal 
selanjutnya akan timbul pertanyaan, misalnya, mengapa diperlukan 
wawasan nusantara? Mengapa bangsa Indonesia harus memandang 
wilayah dan orang-orang didalamnya itu sebagai satu kesatuan? 

Sebelumnya, bacalah dengan seksama cuplikan dari pidato Ir. Soekarno, 
tanggal 1 Juni 1945, berikut ini: 

http://hildasilvia1892.wordpress.com/2012/06/25/pentingnya-
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Tanah air itu adalah satu kesatuan Allah SWT membuat peta dunia, menyusun peta 
dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan- 
kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat 
menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu 
dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang 
besar Lautan Pacific dan lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia 
dan benua Australia.  Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau 
Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan 
lain-lain pulau kecil diantaranya, adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak 
kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang 
pada pinggir Timur benua Asia sebagai golfbreker atau penghadang  gelombang 
lautan 

Pacific, adalah satu kesatuan. Anak kecilpun dapat melihat, bahwa tanah  India 
adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan 
gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan 
Inggris adalah satu kesatuan. 

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu 
ditaruhkan oleh Allah swt demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, 
bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athene plus Macedonia plus daerah Yunani 
yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani, adalah satu kesatuan. Maka manakah 
yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka 
Indonesialah Tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera 
saja, atau Borneo saja atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi 
segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah swt menjadi satu kesatuan antara dua 
benua dan dua samudera, itulah Tanah air kita! 

Sumber : Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Setneg RI, 1998 
 
 

Berdasar pada pidato di atas, Anda dapat bertanya mengapa diperlukan 
konsepsi wawasan nusantara, sebagaimana dikatakan bahwa wilayah 
Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu 
kesatuan. Kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah dan 
bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara? 

Adakah pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat Anda kemukakan terkait 
hasil penelurusan di Sub A? Berikut ini contoh pertanyaan yang bisa 
dikemukakan di kelas. Anda lanjutkan lagi dengan membuat pertanyaan- 
pertanyaan sejenis! Misal seperti di bawah ini: 

 

No Contoh Pertanyaan 

1 Jika  di  Indonesia  ada  Wawasan  Nusantara,  apakah  negara  lain  juga  ada 
wawasan nasional? 

2 Mengapa Indonesia membutuhkan wawasan nasional? 

3 Apa yang terjadinya seandainya tidak ada Wawasan Nusantara? 
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Alasan mengapa perlu wawasan nusantara ini dilatarbelakangi oleh latar 
belakang sejarah, sosiologis dan politik bangsa Indonesia itu sendiri. Apa 
sajakah hal tersebut? 
Marilah kita ikuti pembelajaran selanjutnya berikut ini. 

 
C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang 

Wawasan Nusantara 
Ada sumber historis (sejarah), sosiologis, dan politis terkait dengan 
munculnya konsep Wawasan Nusantara. Sumber-sumber itu 
melatarbelakangi berkembangnya konsepsi Wawasan nusantara. 

1. Latar Belakang Historis Wawasan Nusantara 
Lahirnya konsepsi wawasan nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir. H. 
Djuanda Kartawidjaja yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan 
deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Isi deklarasi 
tersebut sebagai berikut: 

"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau- 
pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau 
lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara 
Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau 
nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas 
yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan 
sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan 
Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) 
diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau- 
pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas- 
lekasnya dengan Undang-Undang" 

Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil 
yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. 
Dengan garis teritorial yang baru ini wilayah Indonesia menjadi satu 
kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena 
tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. 

 
Sebelum keluarnya Deklarasi Djuanda, wilayah Indonesia didasarkan pada 
Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939)  atau 
dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan 
pemerintah  Hindia  Belanda.  Isi  Ordonansi  tersebut  pada  intinya  adalah 
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penentuan lebar laut lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal 
berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. Dengan 
peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah 
Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya 
mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah 
garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh dengan 
bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan 
demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. 

 
 

Gambar VIII.4. Tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda mengumumkan 
bahwa wilayah Indonesia itu sebagai satu kesatuan. Apa latar belakangnya? (Sumber: 

jurnalmaritim.com) 

Untuk melihat perbedaan kedua wilayah tersebut, lihatlah gambar berikut: 

 
Gambar VIII.5 Peta Wilayah Indonesia berdasar Ordonansi 1939 

Sumber: https://www.google.com/search?q=p eta+wilayah+indonesia+berdasarkan:+ 
ordonansi +1939 

https://www.google.com/search?q=p
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Gambar VIII.6 Peta Wilayah Indonesia berdasar Deklarasi Djuanda 1957 
Sumber: http://indonesiaputra.blogspot.com/2010_11 _01_archive.html 

 
 

Apa yang dapat Anda kemukakan dari kedua gambar wilayah Indonesia 
di atas? Apa kelemahan wilayah Indonesia jika berdasar Ordonansi 
1939? Apa keuntungannya kita jika berdasar Deklarasi Djuanda 1957? 
Diskusikan dengan dua orang temanmu, lalu kemukakan di muka kelas. 

 
 
 

Dewasa ini konsepsi wawasan nusantara semakin kuat  setelah adanya 
keputusan politik negara yakni dimasukkannya ke dalam Pasal 25 A UUD 
NRI 1945, yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 
sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang 
batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Menurut 
pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasar wilayahnya. 

 
 
 

Apa itu negara kepulauan dan apa itu berciri nusantara? Sekarang Anda 
gali lebih lanjut dari berbagai referensi yang ada. Hasilnya Anda 
presentasikan secara bergantian antar kelompok. 

 
 
 
 

Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut dibentuklah 
undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya Deklarasi 
Djuanda 1957 dibentuklah Undang-Undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang 
Perairan Indonesia. Sampai saat ini telah banyak peraturan perundangan 
yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. 

http://indonesiaputra.blogspot.com/2010_11
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Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia 
juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar Deklarasi 
Djuanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain 
atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya 
Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama 
“The United Nation Convention  on  the  Law  of  the  Sea”  (UNCLOS). 
Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas Negara 
Kepulauan (Archipelago State). Indonesia diakui dan diterima sebagai 
kelompok negara kepulauan, Indonesia. UNCLOS 1982 tersebut kemudian 
diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Berdasar konvensi 
hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat 
luas, yakni mencapai 5,9 juta km2, terdiri atas 3,2 juta km2 perairan teritorial 
dan 2,7 juta km2 perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Luas perairan ini 
belum termasuk landas kontinen (continent shelf). 

 
 
 

 
Gambar VIII.7 Rezim Perairan menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1992 

Sumber: Sumiarno (2005) 

Berdasar gambar diatas, apa yang dimaksud dengan laut teritorial itu? 
 

Anda cari lagi peraturan perundangan (undang-undang) yang 
berkaitan dengan wilayah negara. Apa isi pokok dari undang-undang 
yang Anda temukan tersebut? Lakukan secara berkelompok secara 
tertulis. 
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2. Latar Belakang Sosiologis Wawasan Nusantara 
Berdasar sejarah, wawasan nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. 
Ingat Deklarasi Djuanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 
berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, 
tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia 
mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. 

Namun seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan nusantara 
mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan 
pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. 
Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan Wawasan Nusantara 
adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan 
lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa 
serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

Ini berarti lahirnya konsep wawasan nusantara juga dilatarbelakangi oleh 
kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Tahukah anda bahwa bangsa 
Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka? Bahkan 
antarbangsa Indonesia sendiri mudah bertikai dan diadu domba oleh 
Belanda melalui politik devide  et  impera. 

 

 
Gambar VIII.8 Dalam perang melawan Belanda, ada orang yang justru menjadi 

pengkhianat bangsa. Mengapa dapat terjadi? 
Sumber: beritabali.com 

Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan 
nusantara yang pada awalnya berpandangan akan “kesatuan  atau 
keutuhan   wilayah”   diperluas   lagi   sebagai   pandangan   akan   “persatuan 
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bangsa”. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak 
bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan 
semangat kebangsaan secara terus menerus. 

Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui 
peristiwa Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah 
Pemuda 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi 
Kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh 
sebelum Deklarasi Djuanda 1957, konsep semangat dan kesatuan 
kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat 
kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. 

Hal di atas, keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga 
keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa, telah 
melatarbelakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah 
nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni 
bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu 
dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan, dan selanjutnya bersatu 
dalam wadah kebangsaan Indonesia. 

 

 
 
 

Gambar VIII.9 Teks Sumpah Pemuda menumbuhkan semangat kebangsaan. Mengapa 
bisa? (Sumber: semangatpemudaindonesia.blogspot.com) 
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Selanjutnya bagaimana mempertahankan semangat kebangsaan dan 
pandangan bersatu sebagai bangsa? Ketika bangsa Indonesia merdeka 
tahun 1945 dengan dilandasi semangat kebangsaan dan rasa persatuan 
sebagai satu bangsa, ternyata wilayahnya belum merupakan satu 
kesatuan. Wilayah negara Indonesia merdeka di tahun 1945 masih 
menggunakan peraturan lama yakni Ordonansi 1939, di mana lebar laut 
teritorial Indonesia adalah 3 mil tiap pulau. Akibatnya, wilayah Indonesia 
masih terpecah dan dipisahkan oleh lautan bebas. 

Oleh sebab itu, perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan 
wilayah guna mendukung semangat kebangsaan ini. Salah satunya dengan 
konsep wawasan nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi 
Djuanda 1957. Dengan demikian Wawasan Nusantara tidak hanya wawasan 
kewilayahan tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi 
wawasan nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah tetapi 
juga persatuan bangsa. 

 
Cobalah Anda kemukakan kembali mengapa konsepsi wawasan nusantara 
dibutuhkan ditinjau dari aspek sosial budaya masyarakat Indonesia? 
Tahukah anda identitas sosial budaya masyarakat Indonesia? Apa yang 
terjadi seandainya tidak ada konsepsi wawasan nusantara? Lakukan 
secara individual dalam bentuk tulis dan lisan 

 
 
 
 

3. Latar Belakang Politis Wawasan Nusantara 
Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia sebagaimana 
telah dinyatakan di atas, Anda dapat memahami betapa perlunya wawasan 
nusantara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya secara politis, ada 
kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang 
bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara 
terus menerus. 

Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, 
tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia 
sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk 
mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 
makmur sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang 
dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV salah satunya adalah melindungi 
segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia.  Visi 
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nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No VII/MPR/2001 tentang Visi 
Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang 
religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju,  mandiri, 
serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. 

Wawasan nusantara yang bermula dari Deklarasi Djuanda 1957 selanjutnya 
dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan nusantara 
dimasukkan dalam naskah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai hasil 
ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. 
Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan 
menetapkan GBHN, konsepsi wawasan nusantara dimasukkan pada 
rumusan Pasal 25 A UUD NRI 1945 hasil Perubahan Keempat tahun 2002. 
Cobalah Anda telusuri kembali rumusan-rumusan Wawasan Nusantara 
tersebut sejak dari GBHN 1973 sampai rumusan GBHN 1998. 

 
Dari uraian di atas, cobalah Anda kemukakan apa hubungan perlunya 
wawasan nusantara dengan adanya kepentingan nasional di atas? 
Dapatkah kepentingan nasional Indonesia itu tercapai tanpa konsepsi 
Wawasan Nusantara? Lakukan secara individual dalam bentuk tulis dan 
lisan. 

 
 
 
Wawasan nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa 
Indonesia. Apa itu geopolitik? 

 
Geopolitik  berasal  dari  bahasa  Yunani,  dari  kata  geo   dan   politik.   “Geo” 
berarti bumi dan “Politik” politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri 
sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa 
Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan 
alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. 
Tindakan, cara dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi 
tempat masyarakat hidup. Selanjutnya geopolitik dipandang sebagai studi 
atau ilmu. 

Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang "pengaruh 
faktor  geografis  pada  tindakan  politik”.  Geopolitik  dimaknai  sebagai  ilmu 
penyelenggaraan  negara  yang  setiap  kebijakannya  dikaitkan  dengan 
masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. 
Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor–faktor 
geografi,     strategi     dan     politik     suatu     negara.     Adapun     dalam 



226  

 

impelementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional (Ermaya 
Suradinata, 2001). Pandangannya tentang wilayah, letak dan geografi 
suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang 
bersangkutan. 

Terkait dengan hal ini, banyak ahli yang mengemukakan pandangan atau 
teori-teorinya tentang geopolitik. Di antaranya adalah teori Geopolitik 
Frederich Ratzel, teori Geopolitik Rudolf Kjellen, teori Geopolitik Karl 
Haushofer, teori Geopolitik Halford Mackinder, teori Geopolitik Alfred Thayer 
Mahan dan teori Geopolitik Nicholas J. Spijkman. 

 
Untuk menggali lebih jauh tentang teori-teori geopolitik tersebut, silakan 
Anda mencari buku teks PKn atau sumber lain misal media online lalu 
kemukakan isi pokoknya. Apa perbedaan pandangan dari para ahli 
tersebut? Kemukakan secara tertulis seperti di bawah ini. 

 
 
 

Tokoh Isi Pokok Pandangan Geopolitik 
Frederich Ratzel  
Karl Haushofer  
Halford Mackinder  
Alfred Thayer 
Mahan  

Nicholas J. 
Spijkman  

Wawasan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh pandangan geopolitik 
bangsa yang bersangkutan. Lalu apa pandangan bangsa Indonesia terkait 
geopolitik ini? Apakah mengikuti  pandangan–pandangan atau ajaran 
geopolitik di atas? Ataukah kita memiliki pandangan tersendiri tentang 
keadaan geografi, letak, dan wilayah ini? 

Pandangan bangsa Indonesia tentang kekuasaan dapat disarikan dari 
rumusan Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut: 

 

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, 
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- 
kemanusiaan dan peri-keadilan. 

 

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat 
yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan 
pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil 
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dan makmur. 
 

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan 
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia 
menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 

 

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan 
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 

 
 
 
Berdasar isi pembukaan UUD 1945 di atas, apa pandangan bangsa 
Indonesia tentang kekuaasaan? Apakah bangsa Indonesia berkeinginan 
untuk memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup? 

 
D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan 

Wawasan Nusantara 
Dengan adanya konsepsi Wawasan Nusantara wilayah Indonesia menjadi 
sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang 
mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan nusantara juga 
mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan 
keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, 
ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan 
bernegara merupakan satu kesatuan. 

Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia 
untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan 
potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan 
kemanfaatan. 
Simak pemberitaan media berikut ini. 

 

70% Daerah Tertinggal di Timur Indonesia 

Metrotvnews.com, Jakarta: Hingga 2014, masih ada 113 kabupaten yang belum 
berhasil lepas dari ketertinggalan. Sekitar 70% di antaranya berada di wilayah timur 
Indonesia. 

“Kendala utama untuk mengentaskan kabupaten tersebut adalah kualitas SDM yang 
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rendah dan sulitnya wilayah geografis,” sebut Menteri Pembangunan Daerah 
Tertinggal Helmy Faishal Zaini, di Jakarta, Rabu (19/2). 

Rendahnya kualitas SDM di wilayah tertinggal tercermin dari angka melek huruf yang 
reratanya masih di bawah 30%. Rendahnya kualitas manusia, menurut Helmy menjadi 
kendala utama. Pasalnya untuk membenahi kekusutan bidang SDM itu dibutuhkan 
waktu tahunan. “Kalau kurang listrik atau jalan sih, mungkin bisa langsung dibangun. 
Tapi kalau untuk melatih SDM perlu waktu lebih lama,” tuturnya. Kendala utama yang 
lain adalah, wilayah tersebut terlalu terisolasi. Sehingga biaya investasi yang 
dikeluarkan menjadi sangat besar dan tidak sesuai dengan imbal baliknya. 

Dia mencontohkan ada suatu kampung dengan letak posisi sangat terisolasi yang 
hanya dihuni oleh 100 penduduk. Kalau PLN diminta membangun listrik di  sana 
dengan panjang lintasan ke lokasi hingga 70 km, lanjut dia, PLN tentu akan menolak. 
Untuk wilayah seperti itu, solusi yang disediakan, lanjut Helmy, adalah dengan 
mendirikan pembangkit listrik tenaga surya. 

Deputi Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 
(KPDT) Agus Salim Dasuki menambahkan, rerata tingkat melek huruf di daerah 
tertinggal, khususnya seperti di Papua, memang sangat rendah. Guna mengatasi hal 
tersebut, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) pada 2013 lalu dilakukan program pelatihan baca tulis dan pendidikan 
keterampilan di 20 kabupaten tertinggal. Kemendikbud diberi tugas mendidik 18 ribu 
orang dan KPDT 16 ribu orang. “Sistem pengajaran dilakukan dengan sistem training 
of trainer,” sebutnya. 

Untuk tahun ini, program tersebut akan diperluas hingga ke 60 kabupaten. Lebih jauh 
Agus menambahkan, rerata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari 
tingkat kesehatan dasar, lama pendidikan dan daya beli wilayah teringgal masih 
rendah, yakni 69,6 point. Jumlah ini masih jauh di bawah rerata IPM nasional yang 
mencapai 72,77. 

Agus mengatakan, untuk mendongkrak IPM daerah tertinggal ke IPM nasional pada 
saat ini memang sangat berat. Dia memprediksi, setidaknya dibutuhkan waktu hingga 
16 tahun untuk mencapai itu. Untuk itu, katanya, hingga 2014, pemerintah hanya 
berharap IPM di daerah tertinggal bisa mencapai point 70,00. (Cornelius Eko Susanto) 

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/19/3/217163/70- 
Daerah-Tertinggal-di-Timur-Indonesia 

 
 

Berdasar isi berita di atas, cobalah Anda kemukakan potensi ancaman apa 
sajakah yang kemungkinan muncul dan potensi keuntungan apa yang 
didapat dari wilayah yang berciri nusantara ini. Lakukan dengan 
menyusun ringkasan tertulis seperti di bawah ini: 

 
 

Wilayah Indonesia berciri Nusantara 
Potensi keuntungan (positif) Potensi ancaman ( negatif ) 

1. 1. 
dst dst 

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/19/3/217163/70-


229  

 
Gambar VIII.10 Potensi apa yang dapat dimanfaatkan dari laut Indonesia? 

Sumber: http://awanwisata.blogspot.com/ 
 
Anda secara kelompok telah mengidentifikasi potensi positif dan negatif 
dari wilayah Indonesia yang berciri nusantara. Potensi positif yang ada tentu 
saja perlu digali, diolah, didayagunakan, dan dimanfaatkan sebesar- 
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misal, Kabupaten Simalungun 
merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki cukup 
banyak potensi panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. 
Sedangkan potensi negatif perlu diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar 
tidak merusak atau mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Misal, 
daerah Klaten dan Magelang yang rawan dari ancaman letusan gunung 
Merapi. 

Wawasan nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia 
guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya 
memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa  akan  terus 
menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada 
dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda 
sesuai dengan perubahan zaman. 

Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan 
wilayah dilakukan dengan pendudukan militer maka sekarang ini lebih 
ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah 
tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari 
kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. 

http://awanwisata.blogspot.com/
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Sekarang, Anda identifikasi perubahan dan tantangan di masa sekarang, 
yang menurut anda paling potensial mengganggu keutuhan wilayah dan 
persatuan bangsa. Hasil diskusi selanjutnya dipresentasikan. 

 
 
 
 

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara 
Sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari 
wawasan nusantara adalah “kesatuan wilayah dan  persatuan  bangsa” 
Indonesia. Mengapa  perlu kesatuan wilayah? Mengapa perlu persatuan 
bangsa? Sebelumnya Anda telah mengkaji bahwa sejarah munculnya 
wawasan nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan 
wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah 
itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya 
lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu 
terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda yakni 
Ordonansi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Djuanda tanggal 13 
Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan, di 
mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. 

Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain: 

a. Bercirikan  negara  kepulauan  (Archipelago  State)  dengan  jumlah  17.508 
pulau. 

b. Luas wilayah 5.192 juta km2 dengan perincian daratan seluas 2.027 juta 
km2 dan laut seluas 3.166 juta km2. Negara kita terdiri 2/3 lautan / 
perairan 

c. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km 
d. Terletak diantara dua benua dan dua samudra (posisi silang) 
e. Terletak pada garis katulistiwa 
f. Berada pada iklim tropis dengan dua musim 
g. Menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum 

Pasifik 
h. Berada pada 60 LU- 110 LS dan 950 BT – 1410 BT 
i. Wilayah yang subur dan habittable (dapat dihuni) 
j. Kaya akan flora, fauna, dan sumberdaya alam 
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Gambar VIII.11 Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia karena kepemilikan 
hutannya. Apa akibatnya jika hilang? 

Sumber: http://merdeka.com/ 
 
Wawasan nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan 
berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan nusantara 
tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. 
Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas 
bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. 
Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. 
Cobalah anda kemukakan mengapa bangsa Indonesia yang beragam ini 
harus kita pandang sebagai satu kesatuan? 

Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan yakni: 

1. Memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa (Data BPS, 
2010) 

2. Memiliki jumlah penduduk besar, sekitar 242 juta (Bank Dunia, 2011) 
3. Memiliki keragaman ras 
4. Memiliki keragaman agama 
5. Memiliki keragaman kebudayaan, sebagai konsekuensi dari keragaman 

suku bangsa 

http://merdeka.com/
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Gambar VIII.12 Umat Konghucu dengan tradisi Barongsai, telah diakui sebagai bagian dari 

bangsa Indonesia. Adakah yang lain? 
Sumber: http://www.tempo.co.id 

 
 
 

Untuk melatih Anda memahami kembali esensi dan urgensi dari wawasan 
nusantara ini, Anda secara berkelompok bertugas menyusun paparan 
tertulis sekitar satu halaman tentang hakikat dan arti penting wawasan 
nusantara ini bagi bangsa Indonesia. Hasil tertulis ini selanjutnya Anda 
presentasikan di kelas. 

 
Konsep Wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia 
sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial- 
budaya, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain 
perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial- 
budaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian 
penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam 
melaksanakan pembangunan. 

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik 
Memiliki makna: 
1) Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya 

merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan 
matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. 

2) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara 
dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai 
agama  dan  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  harus 

http://www.tempo.co.id
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merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas- 
luasnya. 

3) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib 
sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad 
dalam mencapai cita-cita bangsa. 

4) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa 
dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa 
menuju tujuannya. 

5) Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu 
kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. 

6) Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem 
hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang 
mengabdi kepada kepentingan nasional. 

7) Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa 
lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik 
luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional. 

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan 
menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal 
tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan 
terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. 

 
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi 
Memiliki makna: 
1) Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif 

adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup 
sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 

2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh 
daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam 
pengembangan kehidupan ekonominya. 

3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara  merupakan 
satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama 
atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. 
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Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan 
menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar  menjamin  pemenuhan 
dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan 
merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara pada asepek 
ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam 
yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal 
balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. 

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya 
Memiliki makna: 
1) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus 

merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat 
kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya 
keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. 

2) Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan 
corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya 
bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya 
bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai–nilai budaya lain yang 
tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya 
dapat dinikmati oleh bangsa. 

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan 
menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk 
perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi 
ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun 
dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau 
kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya 
Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan 
dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. 

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan 
keamanan 

Memiliki makna: 
1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada 

hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa  dan 
negara. 

2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang 
sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. 
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Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan 
keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang 
lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara 
Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela 
negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap 
warga negara indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. 

Berdasar uraian di atas, wawasan nusantara berfungsi sebagai wawasan 
pembangunan. Bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup 
pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan 
pertahanan keamanan secara terpadu, utuh dan menyeluruh. 

Dewasa ini, pembangunanan  nasional membutuhkan sumber-sumber 
pembiayaan yang tidak cukup berasal dari sumber-sumber daya alam 
wilayah Indonesia. Sumber daya alam memiliki sifat  terbatas dan  tidak 
dapat diperbaharui, sementara itu pembangunan yang terus berkembang 
membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar pula. Oleh 
karena itu negara membutuhkan sumber pembiayaan di luar sumber daya 
alam khususnya minyak bumi dan gas alam. Sumber apakah itu? 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Sekarang pajak 
merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk 
membiayai pengeluaran negara. Oleh karena itu, pajak sangat dominan 
dalam menopang pembangunan nasional. Gambar berikut menunjukkan 
proporsi kontribusi pajak sebagai sumber utama penerimaan negara: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar VIII.13 Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara 
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Gambar VIII.14 Bayar pajak sebagai bentuk bela negara pada zaman sekarang. 

Berdasar data tersebut pajak merupakan sumber pembiayaan utama dan 
terbesar untuk mendanai sumua pengeluaran negara termasuk 
pembangunan. Pajak memiliki fungsi anggaran yakni berfungsi untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi anggaran).  Oleh 
karena itu sangat penting kesadaran seluruh warga negara Indonesia 
khususnya yang telah berkategori wajib pajak untuk membayar pajaknya 
sebagai bentuk kontribusi warga negara dalam membiayai pembangunan 
nasional. 

 
F. Rangkuman tentang Wawasan Nusantara 
1. Wawasan nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan 

dicetuskannya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari 
deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara dan  yang 
menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan 
tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar 
daripada wilayah daratan Negara Indonesia. Dengan demikian, bagian 
dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah 
kedaulatan mutlak milik Negara Indonesia. 

2. Keluarnya Deklarasi Djuanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai 
satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut 
sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di 
forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara 
kepulauan (Archipelago state) berdasarkan hasil keputusan Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang  Hukum Laut (UNCLOS)  tahun 
1982. 
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3. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan 
memberikan potensi keunggulan (positif) yang dapat dimanfaatkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian  juga 
mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa 
dan wilayah. 

4. Wawasan nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya 
dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara 
pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat 
tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. 

5. Esensi dari wawasan nusantara adalah kesatuan atau keutuhan 
wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya  pandangan 
akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan 
keamanan. Wawasan nusantara merupakan perwujudan dari sila III 
Pancasila yakni Persatuan Indonesia 

6. Rumusan wawasan nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 
sampai 1998 dan dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945. Menurut pasal 25 A 
UUD NRI 1945, Indonesia dijelaskan dari apek kewilayahannya, 
merupakan sebuah negara kepulauan (Archipelago State) yang berciri 
nusantara. 

7. Berdasar Pasal 25 A UUD NRI 1945 ini pula, bangsa Indonesia 
menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah 
sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup (lebensraum) 
bagi bangsa Indonesia yang telah menegara. Ketentuan ini juga 
mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan 
batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa 
perbatasan antar negara, dan pendudukan oleh negara asing. 

 
G. Praktik Kewarganegaraan 8 
Bacalah dengan seksama sebuah pemberitaan dari media terkait materi 
bab 8 berikut ini: 

 

Selasa, 11 Februari 2014 | 12:39 

TNI Investigasi Nelayan Indonesia yang Ditangkap Papua Nugini 
Jakarta- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Moeldoko mengatakan pihaknya 
saat ini sedang melakukan investigasi terhadap tertangkapnya nelayan Merauke di 
Papua Nugini. Setelah mengetahui duduk perkaranya, pemerintah kata Moeldoko, bisa 
mengajak Papua Nugini duduk bersama dan menyelesaikan masalah tersebut. 

"Kita akan komunikasikan, kita harus tahu persis titik kejadiannya bagaimana, apakah di 
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perbatasan, atau di wilayah mereka, lalu kenapa harus pakai kekerasan seperti itu. Itu 
harus didalami," demikian kata Moeldoko saat ditemui di Balai Sidang Senayan, 
Jakarta, Selasa (11/2). 

Hal itu disampaikan Moeldoko menyusul adanya warga Merauke yang ditengarai 
nelayan memasuki perairan Papua Nugini. Belakangan diketahui mereka diproses 
marinir setempat dan ditengarai mendapatkan tindakan kekerasan dan hingga saat ini 
belum diketahui nasibnya. 

"Pasti akan tanya, ini area politik atau pertahanan. Kalau area pertahanan, domain 
saya. Kalau berpolitik, nanti menlu (menteri luar negeri) yang protes," kata dia lagi 
ketika ditanya rencana pengecekan ke Papua. 

Moeldoko menambahkan, wilayah Nusantara memang sangat luas sehingga kekuatan 
TNI kadang kala tidak selalu siap sedia mengecek bagian perairan. Kata dia, wajar jika 
terjadi kebobolan. Namun demikian, Moeldoko optimistis pengawasan perairan bisa 
makin ketat dengan adanya kapal selam yang rencananya dibeli dari Korea Selatan dan 
Inggris. "Nanti kekuatan bertambah," tambahnya. 

Penulis: Ezra Natalyn/YS 

Sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/165635-tni-investigasi- 
nelayanindonesia-yang-ditangkap-papua-nugini.html 

 
Selanjutnya, diskusikan dengan kelompok Anda untuk menjawab 
pertanyaan berikut: 
1. Apa sebenarnya kasus yang tengah dihadapi nelayan Papua berdasar 

pemberitaan di atas? 
2. Apa kemungkinan latar belakang penyebab nelayan sering dianggap 

melanggar batas wilayah perairan sebuah negara? 
3. Menurut   anda   apakah   wilayah   negara   RI   juga   rentan   terhadap 

masuknya kapal dan nelayan asing? Mengapa demikian? 
4. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, secara politik dan 

pertahanan, dalam mengawasi kedaulatan wilayah negara? 
5. Menurut Anda, sudah cukupkah apabila pemerintah Indonesia 

mengajukan protes terhadap Papua Nugini terkait insiden di atas? 
6. Dalam   konteks   wawasan   nusantara,   kasus   tersebut   merupakan 

peluang ataukah tantangan? 
Hasil  jawaban  kelompok  dipresentasikan  untuk  mendapat  tanggapan 
kelompok lain. 

http://www.beritasatu.com/nasional/165635-tni-investigasi-
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